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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian
pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan
pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagkerjaan di Kota
Yogyakarta tidak berjalan efektif dikarenakan banyak menemukan kendala
dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Nota
Kesepahaman (MoU) yang tidak kuat antara dinas-dinas, kurangnya jumlah
petugas di BPJS Ketenagakerjaan DIY dan perusahaan berbentuk yayasan
yang bergerak dibidang pendidikan. Proses pelaksanaan penerapan sanksi
tidak berjalan efektif bukan disebabkan oleh budaya hukum dan struktur
hukumnya tetapi karena substansi hukumnya (legal substance).
2. Pembaharuan hukum terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak
mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta diperlukan karena dalam
pelaksanaannya tidak berjalan efektif disebabkan karena banyaknya kendala
yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembaharuan hukum yang
diperlukan yang pertama yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 dan membuat peraturan tambahan berbentuk peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai sanksi terhadap penegak hukum tidak
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menjalankan kewajibannya untuk memberikan sanksi administratif. Kedua
yaitu membuat perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenegakerjaan dengan
pihak PTSP mengenai kewajiban perusahaan yang akan meminta izin usaha
wajib melampirkan bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembaruan
hukum yang ketiga adalah membuat perjanjian kerjasama antara BPJS
Ketenagakerjaan dengan pihak Dinas Pendidikan dan BPJS Ketenagakerjaan
dengan Kopertis serta Direktorat Jendral Perguruan Tinggi untuk memberikan
sanksi pencabutan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan berbentuk
yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian
dan pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang
tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta, yaitu:
1. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialiasi kepada
perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta mengenai program jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan.
2. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan sebelum menerapkan sanksi kepada
perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan tahapan sosialisasi,
pembinaan, pengawasan dan pemeriksanaan.
3. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan dalam mencari data potensi di sikronisasi
dengan data yang ada dilapangan.
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4. Seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta
mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan DIY.
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